
 
 

 
 
 

 
BUPATI JEMBRANA 

PROVINSI BALI 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 

NOMOR  1 TAHUN 2016 
 

TENTANG  

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR  12 TAHUN 2011 

TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI JEMBRANA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dalam 
penetapan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perkotaan dan Perdesaan dipandang perlu dilakukan 
perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud  dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan; 
 
 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang   Nomor   28   Tahun   1999   tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
5. Undang-Undang . . . 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5179); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 
2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12 Tahun 
2011 tentang  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana 
Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jembrana Nomor 12); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 

Dan 

BUPATI JEMBRANA 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN. 

 
        

Pasal I 

 
Ketentuan Pasal 2 ayat (5) dalam Peraturan Daerah Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jembrana Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 12), diubah sehingga 
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

 
 Pasal 2 . . . 
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Pasal 2 
 

(1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan dipungut pajak atas Bumi dan/atau 
Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 

(2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan 

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan 
pertambangan. 

(3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah: 

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks 
bangunan seperti hotel, pabrik, dan 
emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan 

dengan kompleks Bangunan tersebut; 
b. jalan tol; 

c. kolam renang; 
d. pagar mewah; 
e. tempat olahraga; 

f. galangan kapal, dermaga; 
g. taman mewah; 

h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, 
pipa minyak; dan 

i. menara. 

(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak 
yang: 

a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk 
penyelenggaraan pemerintahan; 

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan 
umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, 
pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 
c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, 

atau yang sejenis dengan itu; 
d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, 

hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan 

yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang 
belum dibebani suatu hak; 

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat 

berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan 
f. digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga 

internasional yang ditetapkan dengan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

(5) Besarnya Nilai Jual Obiek Pajak Tidak Kena Pajak 

paling rendah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 

 
 
 

Pasal II . . . 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Jembrana. 
 

 
 Ditetapkan di Negara 
 pada tanggal 26 Mei 2016 
 BUPATI JEMBRANA, 

 

 ttd 

 

 I PUTU ARTHA 

 
 
Diundangkan di Negara 

pada tanggal 26 Mei 2016 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, 

 

 ttd 

 

GEDE GUNADNYA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016 NOMOR 55 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI 

BALI : (1, 33 / 2016) 
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PENJELASAN 
ATAS  

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 
NOMOR 1 TAHUN 2016          

 
TENTANG  

 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

 
 

1. UMUM. 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 
provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap 

daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
kepada masyarakat. 

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah 

berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, 

ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan 
pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. 

Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
harus didasarkan pada Undang-Undang. 

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi 

daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih 
besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan pemberian 

kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan 
retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah 
dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. 

Berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif 
untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat 

menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya 
diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas 
maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang. 

Dengan perluasan basis pajak dan retribusi yang disertai 
dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif tersebut, jenis 

pajak yang dapat dipungut oleh Daerah hanya yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang. 

Dengan diberlakukannya Undang-Undang 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan Daerah 
untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena 
Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan 

dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam 
penetapan tarif. Di pihak lain, dengan tidak memberikan kewenangan 

kepada Daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberikan 

diharapkan  . . . 
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kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya 
diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dengan adanya Undang-
Undang 28 Tahun 2009, Kabupaten diberikan kewenangan 
menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. 
Untuk keperluan itu, Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Jembrana membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, berdasarkan prinsip demokrasi, 
pemerataan dan keadilan, peranserta masyarakat,  dan akuntabilitas.  

 Adapun tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah 
sebagai landasan hukum pemungutan Pajak, yang merupakan salah 
satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 

pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
 
   Pasal I 

Pasal 2  
 Cukup Jelas 

  Pasal 6 

Nilai jual untuk bumi dan bangunan sebelum diterapkan 

tarif pajak, dikurangi terlebih dahulu dengan NJOP Tidak 

Kena Pajak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) untuk NJOP Bangunan  dan Setiap Wajib Pajak 

yang memiliki beberapa Objek Pajak Bangunan, yang 

diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak hanya 

salah satu Objek Pajak Bangunan yang nilainya terbesar, 

sedangkan Objek Pajak Bangunan lainnya tetap dikenakan 

secara penuh tanpa dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak 

Kena Pajak. 

Pasal II 

           Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 45  


